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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : /£ TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Menimbang

Mengingat

DAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan 7
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 21 tahun 2006
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
secara terpadu antara Dinas/ Badan/ Instansi/ LSM terkait di
Provinsi Bengkulu.

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95 dan Tahun 2004 Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2124);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3134);

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
3209);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Dikriminasi Terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Againts
Women) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277 ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3495).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4604);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan.



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.

17. Perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Anak di Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN

PENCEGAHAN DAN  PENANGGULANGAN  KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu;

Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Bengkulu;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;

Rumah Sakit adalah RSUD M.YUNUS Bengkulu;

Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Provinsi Bengkulu;
Kementerian kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkuly;

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu.

Kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap
perempuan dan anak yang berakibat, kerugian dan penderitaan secara fisik,
seksual maupun psikologis terhadap perempuan dan anak, termasuk di
dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan
menghambat kebebasan perempuan;

Kekerasan fisik adalah setiap pembuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan
dan atau menyebabkan kematian;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
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Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual,
pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai
dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu;

Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga atau Wadah Organisasi yang
memberikan Bantuan dan Pendampingan hukum bagi korban kekerasan;

e Pelayanan Krisis Terpadu ( PKT ) adalah wadah organisasi yang memberi
bantuan yang ada di Kabupaten/Kota;

e Komunikasi Informasi Edukatif ( KIE ) adalah tempat pelayanan
masyarakat yang berada di ormas dan dinas yang terdapat di
Kabupaten/Kota;

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang disediakan baik oleh
Pemerintah, lembaga non Pemerintah termasuk swadaya masyarakat yang
peduli perempuan untuk memberikan layanan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak korban kekerasan;

Pusat pelayanan terpadu Lintas Sektor adalah lembaga dimana korban
kekerasan memperoleh layanan pemulihan secara menyeluruh yang meliputi
upaya medis, psikologis, sosial dan hukum serta pemulihan ekonomi yang
diberikan oleh berbagai organisasi dan lembaga serta komunitas yang
disediakan di satu tempat secara terpadu baik yang disediakan oleh
pemerintah maupun LSM yang peduli perempuan;

Perempuan adalah orang yang mempunyai organ kelamin perempuan
(Vagina) dapat mengalami menstruasi, memiliki rahim dan kelenjar susu
(mamae);

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang
mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan baik dilingkungan keluarga
maupun diluar lingkungan keluarga;

Pelaku kekerasan adalah seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama melakukan tindakan pidana kekerasan di lingkungan keluarga
maupun di luar lingkungan keluarga;

Sistem Pelayanan Terpadu adalah layanan yang menyediakan dan
memberikan upaya pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya
medis, legal/pelayanan umum, psiko- sosial.

Perlindungan anak adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman oleh pihak yang berwenang dan kompeten dalam hal
ini pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, pusat
krisis perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, petugas kesehatan
dan pekerja sosial.

Pendampingan adalah seluruh upaya terpadu untuk memulihkan kondisi
korban kekerasan perempuan dan anak yang meliputi konseling, terapi medis
dan bantuan hukum dalam rangka penguatan diri korban.

Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penanggulangan korban
kekerasan agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis termasuk
pemberdayaan ekonomi.



25. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang diikuti oleh
pelayanan dan pendampingan pada korban kekerasan.

26. Pencegahan adalah upaya untuk memberikan penyadaran pada masyarakat
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak
Asasi Manusia.

27. Pendamping adalah orang atau lembaga yang melakukan pendampingan
terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan
dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya.

28. Petugas kesehatan adalah petugas medis dan para medik yang memiliki
kewenanganan untuk melakukan tindakan medis.

29. Pekerja sosial adalah pekerja profesi yang bekerja sebagai pegawai dinas
sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai ketrampilan secara
khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas melakukan
intervensi sosial sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

30. Badan Musyawarah adat adalah lembaga sosial yang terdiri dari tokoh-tokoh
masyarakat tokoh adat yang melakukan kegiatan ritual adat yang memberi
sanksi pada masyarakat yang melanggar norma-norma sosial yang telah yang
telah disepakati bersama.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan dan anak agar penyelenggaran pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu dapat
cepat, mudah dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban (kebenaran,
keadilan dan pemulihan).

Tujuan

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah untuk mewujudkan
penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
dan anak secara sederhana, transparan, akurat, terpadu dan komprehensif.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak meliputi :

1. Pencegahan melalui sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan
pengetahuan tentang hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan terhadap






